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ABSTRAK: Pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) merupakan instrumen 

penting dalam mewujudkan akuntabilitas atas isu lingkungan, sosial, dan tata kelola 

(ESG). Di Indonesia, POJK No. 51/POJK.03/2017 mewajibkan perusahaan, khususnya 

sektor jasa keuangan, untuk menyampaikan laporan keberlanjutan. Penelitian ini 

bertujuan menilai kecukupan POJK 51/2017 sebagai kerangka pelaporan ESG nasional 

serta kesesuaian nya dengan standar global. Metode yang digunakan adalah kualitatif 

dengan pendekatan content analysis terhadap sepuluh laporan keberlanjutan emiten 

sektor keuangan tahun 2023. Penilaian dilakukan atas delapan elemen utama POJK 

yang mencakup dua dimensi, kelengkapan pengungkapan dan kedalaman substansi. 

Hasil menunjukkan bahwa meskipun kepatuhan formal cukup tinggi, kualitas 

pengungkapan ESG masih sangat bervariasi. Hanya sebagian emiten yang 

menyampaikan pelaporan secara substantif, menyertakan indikator kuantitatif, atau 

melakukan assurance independen. Temuan ini mengindikasikan bahwa POJK 51/2017 

belum sepenuhnya mampu mendorong pelaporan ESG yang strategis dan sesuai 

dengan praktik global. 

Kata Kunci: ESG, pelaporan keberlanjutan, POJK 51, sektor keuangan, standar 

keberlanjutan. 

 

ABSTRACT: Sustainability reporting is a key instrument in realizing accountability for 
environmental, social, and governance (ESG) issues. In Indonesia, Financial Services 
Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 mandates companies, particularly 
in the financial services sector, to submit sustainability reports. This study aims to 
assess the adequacy of POJK 51/2017 as a national ESG reporting framework and its 
alignment with global standards. A qualitative method with a content analysis 
approach is employed to examine ten sustainability reports from financial sector issuers 
for the year 2023. The assessment is based on eight main POJK elements across two 
dimensions: disclosure completeness and substantive depth. The results show that 
while formal compliance is relatively high, the quality of ESG disclosures varies 
significantly. Only a portion of issuers provide substantive reporting, include 
quantitative indicators, or conduct independent assurance. These findings indicate that 
POJK 51/2017 has not yet fully succeeded in encouraging strategic ESG reporting that 
aligns with global best practices. 
Keywords: ESG, sustainability reporting, POJK 51, financial sector, sustainability 
standards. 
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PENDAHULUAN 

Dalam beberapa tahun terakhir, 

dunia bisnis global telah memasuki era 

transisi yang mendalam, di mana fokus 

utama tidak hanya lagi pada 

pencapaian keberhasilan finansial, 

tetapi juga pada keberlanjutan jangka 

panjang (Nopriyanto, 2024). Fenomena 

ini mencerminkan perubahan 

paradigma yang lebih luas dari 

kapitalisme tradisional menuju model 

bisnis yang lebih bertanggung jawab 

terhadap lingkungan, sosial, dan tata 

kelola (ESG). Konsep Environmental, 

Social, and Governance (ESG) 

merupakan pendekatan dalam 

mengukur dan mengelola risiko serta 

peluang keberlanjutan yang 

berpengaruh terhadap kinerja dan nilai 

jangka panjang perusahaan. Istilah 

ESG pertama kali dipopulerkan dalam 

laporan Who Cares Wins (UN Global 

Compact, 2004), dan sejak itu menjadi 

kerangka utama dalam penilaian non-

keuangan perusahaan, khususnya oleh 

investor institusi dan lembaga 

keuangan global. Dimensi lingkungan 

(E) mencakup isu-isu seperti perubahan 

iklim, penggunaan energi, limbah, dan 

konservasi alam; sosial (S) menyangkut 

hubungan perusahaan dengan pekerja, 

komunitas, hak asasi manusia, serta 

dampak sosial rantai pasok; sedangkan 

tata kelola (G) mencakup struktur 

manajemen, transparansi, etika bisnis, 

dan pengendalian internal (Corporate 

Finance Institute). 

Peningkatan tekanan terhadap 

perusahaan untuk mempertimbangkan 

dampak lingkungan dan sosialnya 

semakin tak terhindarkan, dengan 

berbagai bukti ilmiah yang 

menunjukkan bahwa krisis iklim, 

ketimpangan sosial, dan lemahnya tata 

kelola menjadi ancaman nyata bagi 

keberlanjutan lingkungan dan 

stabilitas ekonomi global (Gustanto et 

al, 2025). Badan internasional, 

termasuk United Nations (UN) dan 

World Economic Forum (WEF), telah 

mengidentifikasi keberlanjutan sebagai 

isu utama yang harus dihadapi oleh 

seluruh sektor industri. Sebagai contoh, 

laporan Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) pada 2021 

memperingatkan bahwa dunia hanya 

memiliki sedikit lebih dari satu dekade 

untuk membalikkan laju pemanasan 

global yang merusak. Tekanan 

terhadap integrasi ESG tidak hanya 

datang dari lembaga multilateral, tetapi 

juga semakin kuat dari pelaku pasar 

global dan investor institusional 

(Rismanto, 2024). BlackRock, sebagai 

salah satu investor terbesar dunia, 

menempati peringkat teratas 

pengelolaan dana ESG pada akhir 

tahun 2024. Transisi ke ekonomi 

berkelanjutan ini bukan lagi pilihan, 

melainkan sebuah keharusan bagi 

perusahaan yang ingin tetap relevan di 

pasar yang semakin sadar terhadap isu-

isu keberlanjutan. 

Seiring dengan meningkatnya 

ekspektasi stakeholder terhadap 

transparansi dan akuntabilitas non-

finansial, pelaporan keberlanjutan 

menjadi instrumen penting untuk 

menunjukkan komitmen dan kinerja 

ESG perusahaan (Junanda, 2024). Di 
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tingkat global, berbagai standar 

pelaporan ESG telah berkembang, 

seperti Global Reporting Initiative 

(GRI), Sustainability Accounting 

Standards Board (SASB), dan yang 

terbaru, kerangka International 

Sustainability Standards Board (ISSB) 

yang disusun di bawah IFRS 

Foundation.  

Global Reporting Initiative (GRI) 

merupakan standar pelaporan 

keberlanjutan yang paling banyak 

diadopsi secara internasional (GRI, 

2022). GRI menyediakan indikator dan 

panduan pelaporan yang bersifat 

stakeholder-oriented dan berbasis 

materialitas dampak. Standar ini 

menekankan transparansi atas 

kontribusi positif maupun negatif 

perusahaan terhadap pembangunan 

berkelanjutan. Di sisi lain, 

Sustainability Accounting Standards 

Board (SASB) menawarkan standar 

yang lebih fokus pada kebutuhan 

informasi investor, dengan pendekatan 

berbasis industri dan financial 

materiality. SASB dirancang agar 

pelaporan ESG relevan dan dapat 

dibandingkan lintas sektor secara 

kuantitatif. Sementara itu, Task Force 

on Climate-related Financial 

Disclosures (TCFD) difokuskan pada 

pengungkapan risiko dan peluang 

iklim, terutama dalam konteks 

keuangan. Kerangka TCFD mendorong 

perusahaan untuk mengungkap 

strategi, skenario iklim, dan 

manajemen risiko terkait perubahan 

iklim, serta metrik dan target yang 

digunakan (TCFD, 2017). TCFD kini 

telah menjadi referensi penting dalam 

penyusunan regulasi ESG di berbagai 

negara dan digunakan sebagai dasar 

transisi menuju standar yang lebih 

terintegrasi seperti ISSB (International 

Sustainability Standards Board). 

Standar-standar ini dirancang untuk 

mendorong pelaporan yang lebih 

komparatif, transparan, dan relevan 

terhadap risiko jangka panjang yang 

dihadapi perusahaan (Gutama et al, 

2024). 

Di Indonesia, Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) menerbitkan 

Peraturan OJK Nomor 

51/POJK.03/2017 tentang Penerapan 

Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga 

Jasa Keuangan, Emiten, dan 

Perusahaan Publik sebagai bagian dari 

upaya mendorong integrasi prinsip 

keberlanjutan dalam praktik bisnis di 

Indonesia. Regulasi ini menjadi 

landasan hukum pertama yang secara 

eksplisit mewajibkan perusahaan, 

khususnya sektor jasa keuangan dan 

emiten publik, untuk menyusun 

laporan keberlanjutan (Sustainability 

Report). POJK ini juga sejalan dengan 

komitmen Indonesia terhadap Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 

serta Paris Agreement, dan menjadi 

bagian integral dari peta jalan 

Sustainable Finance Roadmap yang 

disusun oleh OJK (OJK, 2021).  

Secara substansi, POJK 51/2017 

menetapkan bahwa laporan 

keberlanjutan harus mencerminkan 

upaya perusahaan dalam mengelola 

aspek lingkungan, sosial, dan tata 

kelola (ESG) dalam kegiatan usahanya. 
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Regulasi ini mengatur bahwa 

penyusunan laporan dilakukan secara 

bertahap, dimulai dari tahun 2019 

untuk Lembaga Jasa Keuangan (LJK) 

dengan aset besar, dan diberlakukan 

secara menyeluruh pada tahun 2021 

untuk seluruh emiten dan perusahaan 

publik. Laporan dapat diterbitkan 

sebagai dokumen terpisah atau sebagai 

bagian dari laporan tahunan. POJK ini 

berlaku untuk seluruh LJK (termasuk 

bank, asuransi, pembiayaan, manajer 

investasi), serta emiten dan perusahaan 

publik yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Struktur laporan 

keberlanjutan dalam POJK 51/2017 

dijabarkan secara normatif melalui 

lampiran regulasi, yang memuat 

delapan elemen, yaitu: strategi 

keberlanjutan; ikhtisar kinerja 

keberlanjutan; profil perusahaan; tata 

kelola keberlanjutan; kinerja 

keberlanjutan dalam aspek lingkungan, 

sosial, dan tata kelola; verifikasi 

independen (jika ada); pernyataan 

direksi; serta referensi silang dengan 

POJK dan/atau standar internasional.  

Namun, meskipun penyampaian 

laporan keberlanjutan telah menjadi 

kewajiban formal sejak 2021, kualitas 

dan kedalaman pelaporan ESG 

perusahaan di Indonesia masih 

menunjukkan disparitas yang 

signifikan (IAI, 2024).  Lebih lanjut, 

kerangka yang ditetapkan oleh POJK 

51/2017 belum sepenuhnya sejalan 

dengan perkembangan standar global 

(Climate Policy Initiative, 2022). Tidak 

ada kewajiban eksplisit untuk 

mengikuti struktur pelaporan yang 

mengutamakan materiality, 

stakeholder inclusiveness, dan impact-

based reporting sebagaimana 

ditekankan dalam standar GRI atau 

kerangka Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures (TCFD). 

Akibatnya, pelaporan ESG di Indonesia 

berisiko menjadi ritual kepatuhan 

administratif, tanpa menghasilkan 

informasi yang benar-benar berguna 

bagi investor dan pemangku 

kepentingan lainnya (KPMG, 2020). 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji kecukupan POJK 51/2017 

sebagai kerangka regulasi pelaporan 

ESG, dengan fokus pada analisis isi 

laporan keberlanjutan emiten di sektor 

keuangan Indonesia. Analisis ini 

diharapkan dapat memberikan 

gambaran jelas mengenai apakah POJK 

51 sudah cukup menjawab tantangan 

global dalam transisi menuju ekonomi 

berkelanjutan. Temuan dari penelitian 

ini juga diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi pembaruan kebijakan 

dan pengembangan regulasi yang lebih 

adaptif terhadap standar ESG 

internasional di Indonesia, serta 

memperkaya literatur mengenai 

efektivitas regulasi pelaporan 

keberlanjutan di negara berkembang. 

METODE  

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode 

content analysis untuk menganalisis 

laporan keberlanjutan yang diterbitkan 

oleh emiten sektor keuangan di 

Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih 

karena penelitian ini bertujuan untuk 
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menggali pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai bagaimana 

perusahaan-perusahaan sektor 

keuangan menyusun laporan 

keberlanjutan mereka dalam 

merespons kewajiban yang diatur oleh 

POJK No. 51/POJK.03/2017. 

Pendekatan ini cocok digunakan karena 

fokus penelitian tidak hanya pada hasil 

numerik atau kepatuhan administratif, 

tetapi lebih kepada pemahaman makna 

dan kualitas informasi yang terkandung 

dalam laporan tersebut. Menurut 

Creswell (2014), pendekatan kualitatif 

memungkinkan peneliti untuk 

mengeksplorasi fenomena yang 

kompleks dalam konteks sosial, seperti 

bagaimana perusahaan memahami dan 

mengimplementasikan prinsip 

keberlanjutan, serta dampaknya 

terhadap berbagai pemangku 

kepentingan. 

Metode content analysis dipilih 

untuk mengeksplorasi dan 

menganalisis isi laporan keberlanjutan 

yang diterbitkan oleh emiten sektor 

keuangan di Indonesia. Content 

analysis adalah pendekatan yang 

digunakan untuk menggali tema, 

makna, dan pola dalam teks atau 

dokumen tertulis (Krippendorff, 2013). 

Dalam penelitian ini, content analysis 

akan membantu mengidentifikasi 

elemen-elemen yang dibahas dalam 

laporan keberlanjutan, seperti 

lingkungan (E), sosial (S), dan tata 

kelola (G), serta mengevaluasi 

kesesuaian informasi yang terkandung 

dengan kewajiban yang diatur dalam 

POJK 51/2017. Pendekatan ini 

memungkinkan peneliti untuk 

mengidentifikasi dan mengategorikan 

berbagai informasi terkait 

keberlanjutan dan untuk menilai 

bagaimana perusahaan menyampaikan 

komitmen dan pencapaian mereka 

dalam bidang ESG (Hahn dan Kühnen, 

2013). 

Dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif dan metode 

content analysis, penelitian ini 

bertujuan untuk menggali lebih dalam 

mengenai kecukupan dan kesesuaian 

laporan keberlanjutan yang diterbitkan 

oleh emiten sektor keuangan, 

dibandingkan dengan standar 

internasional yang lebih luas, seperti 

Global Reporting Initiative (GRI) dan 

Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures (TCFD). Hal ini sejalan 

dengan pendapat Denzin dan Lincoln 

(2011) yang menyatakan bahwa 

pendekatan kualitatif sangat tepat 

untuk mengkaji fenomena sosial yang 

bersifat dinamis dan kontekstual, 

seperti transisi perusahaan menuju 

ekonomi berkelanjutan. Selain itu, 

pendekatan ini memungkinkan peneliti 

untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam tentang bagaimana 

laporan keberlanjutan dapat berfungsi 

sebagai alat untuk transparansi dan 

akuntabilitas, serta untuk memenuhi 

harapan stakeholder yang semakin 

tinggi terhadap pengungkapan ESG 

yang kredibel dan substantif. 

Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari laporan 

keberlanjutan yang diterbitkan oleh 

sepuluh emiten sektor keuangan yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Pemilihan sampel dilakukan secara 

purposive sampling dengan 

mempertimbangkan kriteria berikut: 

(1) perusahaan harus termasuk dalam 

kategori entitas wajib menyusun 

laporan keberlanjutan menurut POJK 

51/POJK.03/2017; (2) laporan 

keberlanjutan yang diterbitkan oleh 

perusahaan dapat disusun secara 

stand-alone maupun terintegrasi; dan 

(3) laporan keberlanjutan tersebut 

harus tersedia untuk publik, baik 

melalui situs resmi perusahaan atau 

platform keterbukaan informasi seperti 

IDX atau website perusahaan terkait. 

Sampel yang dipilih mencakup 

perusahaan-perusahaan yang berasal 

dari subsektor perbankan, pembiayaan, 

asuransi, dan holding keuangan, yang 

dianggap representatif dalam mewakili 

sektor keuangan di Indonesia. 

Analisis data dilakukan dalam 

beberapa tahap. Tahap pertama adalah 

identifikasi bentuk laporan dan standar 

acuan yang digunakan oleh masing-

masing emiten. Standar acuan yang 

digunakan dalam laporan ini meliputi 

Global Reporting Initiative (GRI), Task 

Force on Climate-related Financial 

Disclosures (TCFD), Sustainability 

Accounting Standards Board (SASB), 

dan POJK 51/2017. Proses identifikasi 

ini dituangkan dalam tabel deskripsi 

umum, yang memaparkan standar yang 

dirujuk serta gambaran umum struktur 

laporan keberlanjutan masing-masing 

perusahaan. 

Tahap kedua adalah pemetaan 

dan penilaian isi laporan keberlanjutan 

berdasarkan delapan elemen pokok 

yang diatur dalam lampiran 2 POJK 

51/2017. Setiap elemen akan diberi skor 

berdasarkan dua dimensi utama, yaitu: 

(a) kelengkapan pengungkapan, yang 

mengukur apakah indikator tersebut 

disampaikan secara eksplisit dalam 

laporan, dan (b) kedalaman substansi, 

yang menilai apakah informasi yang 

diberikan bersifat kuantitatif, strategis, 

dan berdampak. Penilaian untuk setiap 

elemen ini akan disusun dalam bentuk 

matriks skoring yang berlaku untuk 

masing-masing emiten, yang 

memudahkan analisis komprehensif 

terhadap laporan yang diterbitkan. 

Tahap ketiga adalah analisis 

perbandingan terbatas dengan standar 

pelaporan internasional yang relevan, 

yaitu GRI, SASB, dan TCFD, untuk 

emiten yang secara eksplisit 

menyatakan merujuk atau mengadopsi 

standar-standar tersebut dalam laporan 

mereka. Analisis ini bertujuan untuk 

menilai sejauh mana POJK 51/2017 

mendorong pelaporan yang kompatibel 

dengan ekspektasi internasional, 

terutama terkait dengan aspek 

materialitas, pelaporan berbasis 

dampak, dan keterlibatan pemangku 

kepentingan. Hasil dari tahapan 

analisis ini kemudian dirangkum dalam 

tabel agregat yang memuat informasi 

mengenai rekapitulasi skor pelaporan 

menurut POJK 51, kesesuaian dengan 

standar internasional, status assurance 

independen, serta catatan atas evaluasi 

pelaporan keberlanjutan emiten. 

Untuk menjaga validitas temuan, 

penelitian ini mengandalkan 
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konsistensi dalam sistem penilaian. 

Validitas ini dijaga melalui: (1) 

penggunaan indikator eksplisit yang 

berbasis pada regulasi POJK 51/2017, 

(2) dokumentasi kutipan isi laporan 

sebagai bukti konkret dari analisis, dan 

(3) triangulasi antar-tabel yang 

mencakup deskripsi laporan, skor 

untuk tiap elemen, dan rekapitulasi 

skor per perusahaan. Dengan 

pendekatan ini, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang komprehensif mengenai 

sejauh mana pelaporan keberlanjutan 

yang dilakukan oleh emiten sektor 

keuangan di Indonesia telah 

mencerminkan kepatuhan terhadap 

POJK 51, serta mengungkapkan 

adanya kesenjangan antara regulasi 

nasional dan praktik pelaporan ESG 

global. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

       

Global Reporting Initiative (GRI) 

menyatakan bahwa laporan 

keberlanjutan adalah instrumen 

penting untuk menyampaikan dampak 

ekonomi, lingkungan, dan sosial 

organisasi kepada para pemangku 

kepentingan. Bentuk dan standar 

laporan yang digunakan mencerminkan 

tidak hanya kepatuhan terhadap 

regulasi nasional, tetapi juga tingkat 

kesadaran perusahaan terhadap 

ekspektasi global. Berdasarkan sampel 

sepuluh emiten sektor keuangan yang 

dianalisis, ditemukan variasi signifikan 

dalam format pelaporan, standar acuan, 

dan komitmen terhadap transparansi 

serta akuntabilitas. 

Tabel 1 Deskripsi Umum Laporan Keberlanjutan Emiten Sektor Keuangan 

No 
Nama 

Emiten 

Kode 

Saham 
Sub sektor 

Tahun 

Laporan 

Bentuk 

Laporan 

Acuan 

Standar 
Keterangan 

1 

PT Bank 

Central 

Asia Tbk 

BBCA Perbankan 2023 Stand-alone 
GRI, POJK 

51 

Laporan 

menggunakan 

GRI dan POJK 51, 

disusun terpisah, 

mencantumkan 

indeks GRI dan 

diverifikasi pihak 

independen 

(AA1000AS). 

2 

PT Bank 

Negara 

Indonesia 

(Persero) 

Tbk 

BBNI Perbankan 2023 Terintegrasi 
GRI, POJK 

51 

Laporan 

keberlanjutan 

terintegrasi 

dengan laporan 

tahunan, memuat 

indeks GRI, 

diverifikasi oleh 

pihak ketiga, 

merujuk TCFD & 

SASB. 
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No 
Nama 

Emiten 

Kode 

Saham 
Sub sektor 

Tahun 

Laporan 

Bentuk 

Laporan 

Acuan 

Standar 
Keterangan 

3 

PT Bank 

Syariah 

Indonesia 

Tbk 

BRIS Perbankan 2023 Stand-alone 
GRI, POJK 

51 

Laporan 

tersendiri, 

mengacu GRI dan 

POJK 51, disusun 

berdasarkan 

pendekatan 

Maqashid Syariah, 

diverifikasi pihak 

ketiga. 

4 

PT Adira 

Dinamika 

Multi 

Finance 

Tbk 

ADMF Pembiayaan 2023 Stand-alone 

POJK 51, 

GRI 

(referensial) 

Laporan disusun 

terpisah, 

menyebut GRI 

sebagai referensi, 

belum memiliki 

assurance 

independen. Fokus 

kuat pada aspek 

sosial. 

5 

PT 

Asuransi 

Tugu 

Pratama 

Indonesia 

Tbk 

TUGU Asuransi 2023 Terintegrasi 
GRI, POJK 

51 

Laporan 

terintegrasi 

dengan annual 

report, disusun 

sesuai GRI dan 

POJK 51, memuat 

prinsip PSI, dan 

diverifikasi 

independen. 

6 

PT Trust 

Finance 

Indonesia 

Tbk 

TRFI Pembiayaan 2023 Stand-alone 

POJK 51, 

GRI 

(Referensial) 

Laporan tersedia 

terpisah, 

menyebut GRI 

tanpa indeks, 

belum memiliki 

assurance, 

substansi cukup 

kuat secara sosial 

dan ekonomi. 

7 

PT MNC 

Kapital 

Indonesia 

Tbk 

BCAP 
Holding 

Keuangan 
2023 Terintegrasi POJK 51 

Laporan 

terintegrasi, tidak 

mengacu eksplisit 

pada GRI, belum 

diverifikasi, 

struktur 

pelaporan ESG 

masih bersifat 

naratif umum. 



JURNAL AKTUAL AKUNTANSI BISNIS TERAPAN/VOL. 8 NO. 1 MEI 2025 

ISSN: 2622-6529 

e ISSN: 2655-1806 

AKUNBISNIS | 112 

No 
Nama 

Emiten 

Kode 

Saham 
Sub sektor 

Tahun 

Laporan 

Bentuk 

Laporan 

Acuan 

Standar 
Keterangan 

8 
PT Bank 

Jago Tbk 
ARTO Perbankan 2023 Terintegrasi 

GRI, POJK 

51 

Laporan ESG 

disusun dalam 

laporan tahunan, 

merujuk GRI, 

namun belum 

diverifikasi; fokus 

pada integrasi 

digital dan inovasi 

sosial. 

9 

PT Bank 

CIMB 

Niaga Tbk 

BNGA Perbankan 2023 Stand-alone 
GRI, POJK 

51 

Laporan 

tersendiri, 

mengacu GRI, 

TCFD, dan POJK 

51; diverifikasi 

pihak independen; 

pelaporan ESG 

sangat 

terstruktur. 

10 

PT 

Asuransi 

Jiwa 

Sinarmas 

MSIG Tbk 

LIFE Asuransi 2023 Stand-alone 
GRI, POJK 

51 

Laporan disusun 

terpisah, 

menyebut GRI 

dan POJK 51, 

belum ada 

assurance, 

pelaporan sosial 

lebih kuat dari 

lingkungan. 

Sumber: Data sekunder yang diolah, Tahun 2025 

Sebagian besar emiten memilih 

menyusun laporan keberlanjutan dalam 

format stand-alone (seperti BCA, CIMB 

Niaga, BSI, Adira), sementara sisanya 

mengintegrasikan laporan 

keberlanjutan ke dalam laporan 

tahunan (seperti BNI, Tugu Insurance, 

Bank Jago). Format stand-alone secara 

umum diasosiasikan dengan tingkat 

institusionalisasi ESG yang lebih tinggi, 

karena menunjukkan adanya alokasi 

sumber daya khusus untuk 

pengungkapan keberlanjutan (Hahn & 

Kühnen, 2013). Namun demikian, 

analisis menunjukkan bahwa tidak 

semua laporan stand-alone memiliki 

kedalaman substansi yang memadai, 

sehingga bentuk pelaporan tidak serta 

merta menjamin kualitas isi. 

Dalam hal standar pelaporan, 

seluruh emiten menyatakan merujuk 

POJK 51/2017, tetapi hanya enam 

emiten yang secara eksplisit 

mengadopsi Global Reporting Initiative 

(GRI) Standards sebagai acuan. Di 

antaranya, BCA, CIMB Niaga, dan BNI 

bahkan mencantumkan indeks GRI 

secara lengkap. Sebaliknya, emiten 

seperti Adira dan Trust Finance 

menyebut GRI hanya sebagai referensi 
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umum tanpa disertai struktur indeks 

konten, yang menunjukkan adopsi 

parsial atau simbolik terhadap standar 

internasional. Praktik semacam ini 

mencerminkan apa yang disebut 

sebagai symbolic disclosure, yaitu 

penyajian informasi yang tampak 

akuntabel namun minim substansi 

dalam aspek strategis dan dampak. 

Dari sisi kredibilitas, hanya lima 

dari sepuluh emiten yang 

mencantumkan assurance independen, 

seperti BCA, BNI, BSI, CIMB Niaga, 

dan Tugu Insurance. Kehadiran 

verifikasi oleh pihak ketiga merupakan 

komponen penting dalam standar 

pelaporan internasional, seperti 

AA1000AS dan GRI 2021, karena 

meningkatkan kepercayaan pemangku 

kepentingan terhadap akurasi dan 

keandalan informasi yang disajikan. Di 

banyak yurisdiksi, seperti Inggris dan 

Afrika Selatan, assurance atas laporan 

keberlanjutan bahkan menjadi praktik 

umum atau diwajibkan bagi 

perusahaan besar (Maroun, 2020). 

Ketidakwajiban assurance dalam POJK 

51 berpotensi menjadikan laporan 

hanya sebagai kewajiban administratif, 

bukan alat akuntabilitas yang 

bermakna. 

Tabel 2 Agregat Skoring POJK 51 Emiten Sektor Keuangan 

Nama 

Emiten 

Kelengkapan 

(Maks. 18) 

Substansi 

(Maks. 18) 

Assurance 

Independen 

Kesesuaian Standar 

Internasional 
Catatan 

PT Bank 

Central Asia 

Tbk 

18 18 Ya 

Sudah sesuai standar 

internasional; 

mengadopsi GRI 

secara penuh dan 

menyertakan GRI 

Index, mengadopsi 

kerangka TCFD 

untuk pelaporan 

risiko iklim, menjadi 

benchmark Nasional. 

Perlu tetap 

melanjutkan 

pelaporan 

TCFD & 

roadmap emisi 

jangka 

panjang. 

PT Bank 

Negara 

Indonesia 

(Persero) Tbk 

18 18 Ya 

Pelaporan sangat 

kuat dan selaras 

standar GRI, terdapat 

GRI index, dan 

mencakup referensi 

SASB dan TCFD. 

Perlu untuk 

memperkuat 

penerapan 

double 

materiality & 

strategi sektor 

prioritas. 

PT Bank 

Syariah 

Indonesia 

Tbk 

18 18 Ya 

Pelaporan sinergi 

ESG dan syariah; 

dilengkapi assurance. 

Referensi GRI 

lengkap, menyertakan 

content index, namun 

belum mengarah ke 

TCFD dan SASB. 

Perlu 

meningkatkan 

kuantifikasi 

indikator 

lingkungan & 

dampak sosial. 
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Nama 

Emiten 

Kelengkapan 

(Maks. 18) 

Substansi 

(Maks. 18) 

Assurance 

Independen 

Kesesuaian Standar 

Internasional 
Catatan 

PT Adira 

Dinamika 

Multi 

Finance Tbk 

16 15 Tidak 

Menyebut GRI 

sebagai acuan namun 

tidak menyajikan 

content index, tidak 

menyertakan TCFD, 

SASB, maupun 

assurance 

independen. 

Perlu 

penambahan 

indikator 

lingkungan & 

verifikasi 

independen, 

dan 

meningkatkan 

kesesuaian 

dengan 

standar 

internasional. 

PT Asuransi 

Tugu 

Pratama 

Indonesia 

Tbk 

18 18 Ya 

Referensi GRI secara 

utuh, menyertakan 

content index, namun 

belum mengarah ke 

TCFD dan SASB. 

Dapat 

menambahkan 

pendekatan 

TCFD ke 

risiko 

asuransi. 

PT Trust 

Finance 

Indonesia 

Tbk 

16 14 Tidak 

Menyebut GRI 

sebagai referensial, 

namun tidak 

mencakup GRI index 

dan tidak terdapat 

assurance. Tidak 

berbasis TCFD 

ataupun SASB, 

pelaporan bersifat 

administratif. 

Perlu 

pemetaan 

dampak & 

peningkatan 

pengungkapan 

lingkungan. 

PT MNC 

Kapital 

Indonesia 

Tbk 

15 14 Tidak 

Tidak menyebut GRI 

dan standar 

internasional lainnya; 

pelaporan ESG masih 

naratif. 

Perlu 

reformulasi 

dengan 

standar global 

& struktur 

ESG. 

PT Bank 

Jago Tbk 
16 14 Tidak 

Menyebut GRI dalam 

laporan integrasi, 

namun tidak 

menyertakan content 

index dan tidak 

terdapat assurance. 

Tidak merujuk pada 

TCFD ataupun SASB. 

Perlu 

assurance dan 

pemetaan 

risiko ESG 

formal. 

PT Bank 

CIMB Niaga 

Tbk 

18 18 Ya 

Sangat lengkap dan 

kuat secara 

internasional, 

merujuk GRI, SASB, 

Sudah best 

practice; bisa 

jadi model 
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Nama 

Emiten 

Kelengkapan 

(Maks. 18) 

Substansi 

(Maks. 18) 

Assurance 

Independen 

Kesesuaian Standar 

Internasional 
Catatan 

TCFD secara 

eksplisit, serta 

menyajikan GRI 

Index dan assurance 

independen. 

replikasi 

nasional. 

PT Asuransi 

Jiwa 

Sinarmas 

MSIG Tbk 

15 13 Tidak 

Menyebut GRI 

sebagai referensi 

namun tidak 

menyajikan struktur 

lengkap ataupun 

assurance. Tidak 

merujuk pada TCFD 

ataupun SASB. 

Perlu 

peningkatan 

indikator 

kuantitatif 

dan 

assurance. 

Sumber: Data sekunder yang diolah, Tahun 2025 

Berdasarkan analisis terhadap 

sepuluh emiten sektor keuangan yang 

terdapat di lampiran 1, diperoleh skor 

kelengkapan dan substansi dengan 

rentang masing-masing 0–2 untuk 

setiap elemen yang dijabarkan secara 

rinci, sehingga total skor maksimal per 

perusahaan adalah 36 poin. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa mayoritas 

emiten memperoleh skor kelengkapan 

yang tinggi, dengan rata-rata 

mendekati nilai maksimal. Perusahaan 

umumnya telah mengungkap elemen-

elemen yang diwajibkan secara eksplisit 

dalam laporan mereka. Namun, 

perbedaan mencolok muncul pada 

dimensi kedalaman substansi, di mana 

tidak semua emiten menyajikan 

informasi yang bersifat kuantitatif, 

strategis, atau berdampak.  

Indikator sosial dan ekonomi 

merupakan aspek yang paling sering 

disampaikan secara substantif. 

Contohnya adalah pelaporan terkait 

pelatihan pegawai, inklusi keuangan, 

pembiayaan UMKM, serta kontribusi 

terhadap pembangunan daerah. 

Banyak emiten menunjukkan 

komitmen terhadap literasi keuangan, 

inklusi digital, serta tanggung jawab 

sosial perusahaan (CSR) yang diukur 

dengan jumlah peserta, nilai kontribusi, 

dan jangkauan wilayah. Hal ini 

mengindikasikan bahwa aspek sosial 

relatif terintegrasi dengan strategi 

bisnis perusahaan, terutama di 

subsektor perbankan dan pembiayaan. 

Sebaliknya, aspek lingkungan lebih 

sering disampaikan secara simbolik. 

Sebagian besar emiten hanya 

menyebutkan inisiatif ramah 

lingkungan secara umum (seperti 

penghematan energi, digitalisasi, atau 

green office), tanpa menyertakan 

indikator kuantitatif seperti intensitas 

emisi karbon, jejak energi, atau target 

Net Zero. Hanya emiten seperti BCA, 

CIMB Niaga, dan BNI yang menyajikan 

data emisi dalam cakupan yang lebih 

lengkap (Scope 1–3), serta menyertakan 

target jangka panjang yang selaras 

dengan Science-Based Targets atau 
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Taxonomy Hijau Indonesia. 

Ketimpangan ini juga terlihat dalam 

penggunaan narasi yang terlalu 

generik, seperti komitmen terhadap 

SDGs atau “mendukung pembangunan 

berkelanjutan”, tanpa disertai 

penjelasan strategi, anggaran, atau 

hasil. Hal ini memperkuat temuan 

bahwa sebagian besar pengungkapan 

ESG di Indonesia masih berada pada 

tahap ritual kepatuhan administratif, 

bukan instrumen manajemen strategis. 

Elemen yang paling sering 

diabaikan atau dilaporkan secara 

minimal adalah verifikasi independen, 

padahal ini merupakan aspek penting 

dalam memastikan kredibilitas laporan. 

Lima dari sepuluh emiten dalam sampel 

tidak menyertakan assurance pihak 

ketiga, menunjukkan bahwa 

keberadaan pasal "jika ada" dalam 

POJK 51 membuka ruang untuk 

pengungkapan simbolik, yang sekadar 

memenuhi syarat formal tanpa 

pengujian eksternal. Dengan kata lain, 

POJK 51 memang berhasil mendorong 

pengungkapan minimal (compliance-

based), namun tidak memberikan 

panduan yang cukup untuk mendorong 

kualitas pengungkapan ESG yang 

berbasis dampak dan materialitas. 

Tanpa standar pengungkapan yang 

lebih teknis dan sektoral seperti GRI 

Sector Standards, atau mekanisme 

pelaporan risiko seperti TCFD, maka 

perusahaan tetap memiliki keleluasaan 

untuk menyampaikan informasi ESG 

dalam bentuk naratif simbolik yang 

sulit diverifikasi.   

Dalam konteks keselarasan 

dengan standar internasional, 

ditemukan bahwa hanya sebagian dari 

mereka yang secara eksplisit 

mengadopsi GRI sebagai acuan utama, 

dengan menyertakan GRI Content 

Index dan klasifikasi 

Core/Comprehensive. Emiten seperti 

BCA, CIMB Niaga, BNI, BSI, dan Tugu 

Insurance menunjukkan tingkat 

kesesuaian tinggi, baik dari segi format, 

cakupan topik, maupun sistematika 

pelaporan yang sejalan dengan GRI 

Standards. Sementara itu, emiten 

seperti Adira dan Trust Finance hanya 

menyebut GRI sebagai referensi tanpa 

menggunakan struktur penuh atau 

indeks resmi.  

Lebih lanjut, hanya tiga emiten 

yang menyatakan adopsi atau referensi 

terhadap kerangka TCFD, yaitu BNI, 

CIMB Niaga, dan BCA. Ketiganya 

menyampaikan informasi terkait risiko 

dan peluang iklim, namun dalam 

tingkat kedalaman yang masih 

bervariasi. Dalam konteks SASB, 

adopsi nya masih sangat terbatas, dan 

belum ada satu pun emiten yang 

sepenuhnya menggunakan indikator 

sektor spesifik dari SASB sebagai 

kerangka pelaporan utama. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun 

terdapat adopsi parsial terhadap 

standar global, belum ada konsistensi 

sektoral yang kuat di antara emiten 

Indonesia. Dimensi penting lain adalah 

kehadiran assurance independen, yang 

merupakan praktik umum dalam 

pelaporan internasional. Dari sepuluh 

emiten, hanya lima yang menyertakan 
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assurance oleh pihak ketiga, 

menunjukkan bahwa setengah dari 

laporan ESG emiten sektor keuangan 

belum melalui proses verifikasi 

eksternal, yang berpotensi mengurangi 

reliabilitas informasi yang 

disampaikan. 

Secara agregat, tabel diatas 

memperlihatkan bahwa perusahaan-

perusahaan yang memiliki skor 

tertinggi dalam pengungkapan 

substansi dan kesesuaian global, adalah 

perusahaan yang juga secara sadar 

mengadopsi standar internasional 

sebagai pelengkap atau penguat dari 

POJK 51. Hal ini menegaskan bahwa 

regulasi nasional saat ini belum 

mencukupi sebagai satu-satunya 

panduan, dan perusahaan yang ingin 

membangun kredibilitas ESG secara 

global cenderung merujuk ke standar 

internasional sebagai kerangka 

tambahan. 

Ketika dibandingkan dengan 

standar internasional seperti Global 

Reporting Initiative (GRI), 

Sustainability Accounting Standards 

Board (SASB), atau bahkan kerangka 

pengungkapan iklim seperti Task Force 

on Climate-related Financial 

Disclosures (TCFD), POJK 51/2017 

cenderung masih bersifat prinsip dan 

umum, belum masuk pada kedalaman 

indikator sektoral atau materialitas isu 

yang relevan secara industri. GRI, 

misalnya, mendorong pengungkapan 

berdasarkan isu material yang dipilih 

secara partisipatif dengan pemangku 

kepentingan dan mencakup indikator-

indikator kuantitatif seperti intensitas 

emisi, konsumsi energi, pelibatan 

masyarakat, hingga keberagaman 

SDM. Sementara SASB menekankan 

pada pengungkapan ESG yang relevan 

secara finansial dan sektoral, yang 

membuatnya lebih terintegrasi dengan 

pelaporan keuangan. Oleh karena itu, 

untuk menjawab kebutuhan informasi 

keberlanjutan yang lebih akuntabel dan 

dapat dibandingkan secara global, 

banyak perusahaan kini mengadopsi 

standar GRI atau SASB secara paralel, 

atau setidaknya merujuk sebagian 

indikator nya dalam laporan mereka. 

Dengan demikian, meskipun 

POJK 51/2017 berperan penting sebagai 

dasar pelaporan keberlanjutan di 

tingkat nasional, terdapat kebutuhan 

untuk menyelaraskan nya dengan 

perkembangan standar global agar 

relevansi, kualitas, dan daya saing 

laporan keberlanjutan emiten Indonesia 

dapat ditingkatkan. Langkah menuju 

harmonisasi ini menjadi penting jika 

Indonesia ingin mendorong sektor 

keuangannya agar lebih aktif dalam 

mendukung transisi ekonomi 

berkelanjutan dan mematuhi 

ekspektasi investor global yang 

semakin kritis terhadap kinerja ESG 

perusahaan. 

Sebagai regulasi pelopor yang 

mewajibkan pelaporan keberlanjutan di 

sektor jasa keuangan, POJK 51/2017 

memiliki sejumlah kekuatan penting. 

Pertama, regulasi ini menjadi tonggak 

awal formal dalam membangun sistem 

pelaporan ESG di Indonesia yang 

sebelumnya bersifat sukarela dan tidak 

terstandar. Dengan mewajibkan 
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penyusunan Laporan Keberlanjutan 

(Sustainability Report) dan menyusun 

kerangka pelaporan melalui Lampiran 

C, POJK ini memberikan pedoman 

dasar yang sistematis bagi emiten 

dalam mengungkapkan informasi 

terkait aspek lingkungan, sosial, dan 

tata kelola. Selain itu, dengan 

menetapkan kewajiban bagi Dewan 

Direksi dan Komisaris untuk 

bertanggung jawab atas pelaporan ini, 

POJK 51 juga membantu mendorong 

tanggung jawab manajerial atas isu 

keberlanjutan di level strategis. 

Namun demikian, POJK 51/2017 

juga menghadapi sejumlah kelemahan 

struktural dan substantif yang 

membatasi efektivitasnya sebagai 

kerangka pelaporan keberlanjutan 

nasional. Salah satu kelemahan 

utamanya adalah bahwa indikator-

indikator dalam regulasi ini cenderung 

bersifat deskriptif dan tidak kuantitatif, 

sehingga menyulitkan penilaian 

terhadap kinerja ESG secara obyektif 

dan komparatif. Selain itu, regulasi ini 

tidak mewajibkan pemetaan isu 

material secara sektoral, tidak 

mengatur pengungkapan target dan 

progres tahunan, serta belum selaras 

dengan standar internasional seperti 

GRI atau SASB yang lebih rinci dan 

terukur. Hal ini membuka celah bagi 

perusahaan untuk menyampaikan 

informasi yang bersifat simbolik atau 

normatif semata, tanpa mencerminkan 

integrasi ESG dalam strategi dan 

praktik bisnis mereka secara 

menyeluruh. 

Dalam praktiknya, tantangan 

implementasi POJK 51/2017 juga cukup 

kompleks. Beberapa emiten, terutama 

yang belum memiliki kapasitas internal 

terkait ESG, mengalami kesulitan 

dalam mengidentifikasi informasi yang 

relevan, menyusun data yang akurat, 

serta melibatkan pemangku 

kepentingan secara bermakna (OJK, 

2024). Di sisi lain, absennya mekanisme 

penilaian kualitas atau pengawasan 

terhadap isi laporan membuat tingkat 

kepatuhan cenderung administratif, 

yakni hanya sebatas memenuhi 

kewajiban pelaporan tanpa komitmen 

substansi. Kurangnya insentif, 

minimnya dukungan teknis, dan belum 

adanya integrasi pelaporan ESG 

dengan pelaporan keuangan juga 

memperburuk tantangan dalam 

penerapannya secara konsisten di 

seluruh sektor. 

Melihat keterbatasan ini, terdapat 

implikasi penting bagi penguatan 

kerangka regulasi pelaporan 

keberlanjutan di Indonesia ke depan. 

Pertama, dibutuhkan upaya 

harmonisasi antara POJK dengan 

standar pelaporan ESG internasional, 

seperti GRI, SASB, dan TCFD, untuk 

memperkuat validitas dan daya 

banding laporan. Kedua, OJK dapat 

mempertimbangkan penerapan 

indikator sektoral yang material serta 

mendorong pengungkapan kuantitatif 

dan berbasis target. Ketiga, perlu 

pengembangan mekanisme evaluasi 

dan insentif, baik dalam bentuk 

pengakuan, integrasi dengan penilaian 

risiko, maupun penguatan pengawasan 
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agar laporan keberlanjutan menjadi 

alat yang benar-benar strategis. 

Keempat, peningkatan kapasitas teknis 

bagi pelaku usaha dan penyusun 

laporan akan menjadi krusial, termasuk 

penyediaan panduan sektoral atau 

pelatihan rutin. Dengan langkah-

langkah tersebut, POJK 51/2017 dapat 

berevolusi dari sekadar regulasi 

administratif menjadi instrumen 

kebijakan yang efektif untuk 

mendukung transformasi menuju 

ekonomi yang inklusif, hijau, dan 

Berkelanjutan. 

SIMPULAN 

      Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa meskipun POJK 

51/2017 telah menjadi landasan awal 

yang penting dalam mendorong praktik 

pelaporan keberlanjutan di sektor jasa 

keuangan, kerangka regulasi ini belum 

sepenuhnya memadai sebagai standar 

penilaian kinerja ESG yang 

komprehensif. Kerangka indikator yang 

masih bersifat naratif dan umum, 

belum dilengkapi dengan dimensi 

kuantitatif, target kinerja, atau 

panduan sektoral yang spesifik, 

menyebabkan tingkat pengungkapan 

antar perusahaan sangat bervariasi dan 

sering kali lebih administratif daripada 

strategis. Hal ini mengindikasikan 

bahwa POJK 51/2017 lebih berfungsi 

sebagai alat legitimasi formal daripada 

pendorong transformasi keberlanjutan 

yang substantif di tingkat operasional 

perusahaan. 

Secara praktis, hasil ini 

mengimplikasikan perlunya revisi dan 

penguatan regulasi pelaporan 

keberlanjutan di Indonesia, baik 

melalui pembaruan POJK 51 itu sendiri 

maupun integrasi yang lebih eksplisit 

dengan standar internasional seperti 

GRI, SASB, dan TCFD. Harmonisasi 

dengan standar global ini akan 

meningkatkan daya banding, 

kedalaman informasi, dan akuntabilitas 

perusahaan terhadap isu ESG yang 

relevan dan material. Selain itu, OJK 

juga perlu mempertimbangkan 

penyusunan panduan sektoral, 

penguatan kapasitas pelaku industri, 

serta penerapan mekanisme evaluasi 

dan insentif agar pelaporan tidak hanya 

bersifat kepatuhan, tetapi juga mampu 

mendorong perubahan perilaku 

korporasi. 

Penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan, di antaranya terletak 

pada pendekatan kualitatif yang 

bergantung pada interpretasi isi 

dokumen dan belum mengukur secara 

kuantitatif hubungan antara kualitas 

pelaporan dengan kinerja ESG atau 

reaksi pasar. Selain itu, fokus analisis 

hanya pada sektor keuangan, sehingga 

belum merepresentasikan 

keberagaman implementasi POJK 

51/2017 di sektor lainnya.  

Untuk memperluas pemahaman 

tentang efektivitas regulasi pelaporan 

keberlanjutan di Indonesia, penelitian 

lanjutan direkomendasikan untuk 

melakukan studi perbandingan antar 

sektor industri, guna mengidentifikasi 

karakteristik pelaporan ESG lintas 

sektor dan tantangan spesifiknya. 

Pendekatan kuantitatif atau mixed-
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method juga direkomendasikan agar 

dapat mengeksplorasi hubungan antara 

kualitas pelaporan keberlanjutan 

dengan variabel-variabel eksternal, 

seperti persepsi investor, nilai 

perusahaan, atau dampak sosial-

lingkungan yang nyata. Dengan 

demikian, kajian akademik dapat turut 

memberikan kontribusi dalam 

merumuskan kebijakan ESG yang lebih 

adaptif, akuntabel, dan relevan 

terhadap konteks nasional maupun 

global. 
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